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KATA PENGANTAR  

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, Rencana Kerja Tahunan Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Tahun 2026  telah disusun, sebagai 

pedoman unit kerja dilingkungan BNN dalam melaksanakan Program Pencegahan, 

Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi 

Sumatera Barat. 

Rencana Kerja Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan 

Narkotika Nasional Tahun 2025 - 2029 dan melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap 

kementrian/lembaga untuk menyusun Rencana Strategis setiap 5 (lima) tahun dan Rencana 

Kerja Tahunan. 

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan 

program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai 

pada tahun berjalan. 

Badan Narkotika Nasional telah memiliki Rencana Strategis Periode 2025 - 2029 sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 2 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025 - 2029 yang berisikan visi, misi, 

tujuan, kebijakan, strategis, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang 

yang dimiliki BNN. 

BNNP Sumatera Barat selaku instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan 

tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Sumatera Barat, 

telah menyusun Rencana Kerja Tahunan 2023 dengan mengacu pada program/kegiatan, 

indikator dan target BNN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 

dan Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 

2029. 

Rencana Kerja Tahunan 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi BNN Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mendukung pelaksanaan 
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P4GN di Provinsi Sumatera Barat dan menciptakan Provinsi Sumatera Barat menjadi Bersih 

Dari Narkoba (BERSINAR). 

Padang, 10 Januari 2026 
Kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Barat, 

 
 

 
 

Dr. Riki Yanuarfi, S.H.,M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Kondisi Umum 

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelapan Narkoba (P4GN), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 

tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai 

Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. 

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN 

melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan 

Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima bidang tersebut, BNN bersinergi 

dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap 

kejahatan narkoba. 

Dalam rangka menjalankan kegiatan P4GN di daerah, BNN membentuk Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(BNNK). BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam 

wilayah provinsi, sedangkan BNNK adalah Badan Narkotika Nasional yang 

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam 

wilayah Kabupaten/Kota. 

BNNP Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BNNP 

Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi 

vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), BNNK dipimpin oleh seorang 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BNNP SUMATERA BARAT TAHUN 2026  

 

Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

Narkotika Nasional Provinsi. 

BNNP Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang dan memiliki wilayah kerja 

yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 

42,01 ribu Km2. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 

kabupaten dan kota, yang terbagi  ke dalam 179 kecamatan serta 1.265 desa dan 

kelurahan. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Provinsi Sumatera 

Barat mencapai sekitar 5.914.800 jiwa. 

BNNP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan tugas 

tersebut, BNNP Sumatera Barat membawahi dan mengoordinasikan BNNK di 

tingkat kabupaten/kota melalui pelimpahan kewenangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

tersebut diatas, BNNP Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut 

P4GN dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi 

Sumatera Barat. 

c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi Sumatera 

Barat; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat; 

e. Pelayanan administrasi BNNP Sumatera Barat dan 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Sumatera Barat. 

 

Struktur Organisasi BNNP Sumatera Barat terdiri dari : 

a. Kepala 

b. Kepala Bagian Umum 

c. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi 

dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam 

melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan 

komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan 

rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, 

dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a.   Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran: 

b.   Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, dan urusan 

rumah tangga BNNP; 

c.   Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN; 

d.   Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah 

Provinsi Sumatera Barat; 

e.   Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan penyiapan 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 

Kelompok Jabatan Fungsional, membantu Kepala BNNP dalam melaksanakan 

wewenang, tugas pokok dan fungsi BNNP sesuai keahlian/keterampilan yang 

dimiliki antara lain Konselor Adiksi Ahli Pratama, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama, 

dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan lain-lainnya. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 
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3. Sumber Daya Manusia 

BNNP Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 74 (tujuh 

puluh empat) orang terdiri dari PNS Organik BNN 24 orang, POLRI 18 orang, PPPK 9 

orang dan PPPK Paruh Waktu 18 orang serta Tenaga Alih Daya 5 orang. 

a. Keadaan pegawai berdasarkan status kepegawaian 

No Status 
Jumlah 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. PNS BNN 13 11 24 

2. PNS DPK 0 0 0 

3. POLRI 17 1 18 

4. PPPK 4 5 9 

5. PPPK Paruh Waktu 12 6 18 

6. Tenaga Alih Daya 4 1 5 

 JUMLAH 50 24 74 

 

b. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat golongan 

⚫ POLRI 

No 
Pangkat / Gol 

Ruang 

Jumlah 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1. Brigjen Pol 1 0 1 

2. Kompol 4 0 4 

3. Bripka (II/d) 3 0 3 

4. Bripda (II/a) 1 0 1 

5. Brigardir (II/c) 3 0 3 

6. Briptu (II/b) 6 0 6 

 JUMLAH 18 0 18 
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⚫ PNS / PPPK 

No Pangkat / Gol Ruang 
Jumlah 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. Pembina Tk. I (IV/b) 2 1 3 

2. Pembina (IV/a) 1 1 2 

3. Penata Tk. I (III/d) 2 5 7 

4. Penata (III/c) 2 1 3 

5. Penata Muda (III/a) 5 1 6 

6. Pengatur Tk.I (II/d) 1 1 2 

7. PPPK (IX) 4 4 8 

8. PPPK (VII) 1 0 1 

 JUMLAH 19   

 

4. Sarana dan Prasarana 

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan BNNP Sumatera Barat dalam Program P4GN 

telah didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlampir. 

5. Permasalahan 

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas 

penanganan oleh BNNP Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini 

dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi 

Sumatera Barat.  

Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah : 

a. Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang sangat luas. 

b. Kurangnya (SDM) khususnya personil dari Kepolisian di BNNP Sumatera Barat. 

c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program P4GN 

khususnya dalam menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan gelap 

narkoba.   

d. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai 

peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba yang mereka ketahui. 

e. Masih rendahnya anggaran yang diberikan sehingga Program P4GN belum 

maksimal dilaksanakan mengingat luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. 
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6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2025 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

ANGGARAN 
TARGET REALISASI 

% 
CAPAIAN 

1. 

Meningkatkan 

daya tangkal 
anak dan remaja 
terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan 

dan peredaran 
gelap narkotika 

Jumlah 

kabupaten/ 
kota dengan 
indeks 

ketahanan diri 
remaja 

terhadap 
penyalahgunaa
n Narkoba 

berkategori 
”Tinggi” 
diwilayah 

provinsi 

3 

Kab/Kota 
4 Kab/Kota 133,33 

2. 

Meningkatkan 

daya tangkal 
keluarga 
terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan 
dan peredaran 

gelap narkotika 
 

Jumlah 
kabupaten/kot

a dengan 
indeks 
ketahanan 

keluarga 
terhadap 
penyalahgunaa

n Narkoba 
berkategori 

“Tinggi” 

4 
Kab/Kota 

4 Kab/Kota 100 

3. 

Meningkatnya 
kesadaran dan 

kepedulian 
masyarakat 

dalam 
penanganan 
P4GN 

Jumlah 
kabupaten/kot
a dengan 

indeks 
kemandirian 
partisipasi 

berkategori 
“mandiri” 

diwilayah 
provinsi 

4 
Kab/Kota 

4 Kab/Kota 100 

4. 

 
Meningkatnya 

upaya pemulihan 
penyalahguna 

dan/atau 
pecandu 
narkotika  

 

Jumlah 
Kawasan 

rawan narkoba 
di Provinsi 
yang 

mengalami 
peningkatan 

derajat 
keterpulihan 

2 

kawasan 
2 kawasan 100 

5.  

Meningkatnya 
upaya pemulihan 

Kawasan atau 
wilayah rawan 

Nilai 
keterpulihan 

Kawasan 

1,65 

indeks 
2,25 indeks 136,36 
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NO 
SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

ANGGARAN 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

narkoba secara 
berkelanjutan 

rawan yang 
diintervensi 

6. 

Meningkatnya 

upaya pemulihan 
penyalahguna 
dan/atau 

pecandu 
narkotika 

Persentase 
penyalahguna 

dan/atau 
pecandu 
narkotika yang 

mengalami 
peningkatan 

kualitas hidup 

71,4 % 72,92 102,12 

7. 

Meningkatnya 
kapasitas tenaga 
teknis rehabilitasi  

Jumlah 
petugas 
penyelenggara 

layanan IBM 
yang terlatih 
 

 
 
5 

Orang 

 
 
6 

Orang 

 
 

120 

8. 

Meningkatnya 

aksesibilitas dan 
kemampuan 

fasilitas layanan 
rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah 
lembaga 
rehabilitasi 

yang 
operasional 

1 

Lembaga 

1 

Lembaga 
100 

9. 

Meningkatnya 

aksesibilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 

rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah unit 

penyelenggara 
layanan IBM 

yang 
operasional 

5 
Unit 

5 
Unit 

100 

10. 

Meningkatnya 
kualitas layanan 

rehabilitasi 
narkotika 

Indeks 
Kepuasan 

Penerima 
Layanan 

Rehabilitasi 
Pada Fasilitas 
Rehabilitasi 

BNN 

3,46        

Indeks 

3,55       

Indeks 
108,38 

11. 

Meningkatnya 
pemetaan 

jaringan sindikat 
peredaran gelap 

narkotika dan 
prekursor 
narkotika 

Jumlah 
jaringan 
peredaran 

gelap 
narkotika dan 

prekursor 
narkotika yang 
berhasil 

dipetakan 

1 
jaringan 

1  
jaringan 

100 

12. 

Meningkatnya 
pengungkapan 
tindak pidana 

narkotika dan 

Jumlah berkas 
perkara tindak 
pidana 

narkotika dan 

15 berkas 
perkara 

20 berkas 
perkara 

133,33 
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NO 
SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

ANGGARAN 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

lahan tanaman 
ganja dan 
tanaman lainnya 

prekursor 
narkotika yang 
P21 

13. 

Meningkatnya 

pengawasan 
tahanan dan 
barang bukti 

narkotika 

Nilai tingkat 

keamanan, 
ketertiban, dan 
kesehatan 

tahanan 

100 
indeks 

100 indeks 100 

14. 

Meningkatnya 
pengawasan 

tahanan an 
barang bukti 
narkotika 

Nilai tingkat 
keamanan 

barang bukti 
narkotika dan 
non narkotika 

100 

indeks 
100 indeks 100 

15. 

Meningkatnya 

proses 
manajemen 
kinerja secara 

efektif dan efisien 

Nilai Kinerja 
Anggaran 

SANGAT 
BAIK 

SANGAT 
BAIK 

100 

16. 

Meningkatnya 
proses 

manajemen 
kinerja secara 

efektif dan efisien 

Jumlah BNN 
Kabupaten/kot
a di wilayah 

provinsi 
dengan NKA 

mencapai 
target 

4 

kabupate
n/ kota 

4 kabupaten/ 
kota 

100 

17. 

Meningkatnya 
tata kelola 

administrasi 
keuangan yang 
sesuai prosedur 

Nilai Indikator 
Pelaksanaan 

Anggaran 
(IKPA) 

99,1  

Indeks 

99,0 

Indeks 
99,89 

18. 

Meningkatnya 
tata kelola 
administrasi 

keuangan yang 
sesuai prosedur 

Jumlah BNN 

Kabupaten/Kot
a di wilayah 
provinsi 

dengan nilai 
IKPA mencapai 

target 

4 
kabupate

n / kota 

1 kabupaten 

/ kota 
25 

19. 

Meningkatnya 

pengelolaan 
reformasi 

birokrasi unit 
kerja vertikal 

Nilai zona 

integritas BNN 
berdasarkan 

penilaian 
internal 

83,5 
indeks 

83,5 indeks 100 
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1. Hasil Penyerapan Anggaran Tahun 2025 

Realisasi Keuangan yang telah dicapai oleh BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2025 dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

No OUTPUT KEGIATAN 

KEUANGAN 

PAGU REALISASI % SISA 

1 12 Layanan 
Layanan 

Perkantoran 
4.988.650.000 4.963.513.599 99,49 25.136.401 

2 2 Dokumen 

Layanan 

Manajemen 
Keuangan 

768.000 768.000 100 - 

3 1 Layanan 
Layanan 
Manajemen SDM 

17.560.000 14.098.410 80,28 3.461.590 

4 2 Dokumen 

Layanan 

Perencanaan dan 
Penganggaran 

14.600.000 3.350.000 22,94 11.250.000 

5 2 Dokumen 
Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

6.556.000 6.555.200 99,98 800 

6 1 Layanan Layanan Umum 157.864.000 154.199.577 97,67 3.664.423 

7 12 Layanan 
Layanan 
Perkantoran 

2.088.108.000 2.010.742.941 96,29 77.365.059 

8 1 Layanan 

Layanan 

Hubungan 
Masyarakat dan 

Informasi 

10.000.000 7.120.400 71,20 2.879.600 

9 20 Keluarga 

Pembinaan Teknis 

Pendidikan Anti 
Narkoba 

35.000.000 28.850.000 82,42 6.150.000 

10 1 Desa 

Fasilitas Program 

P4GN Bidang 

Pencegahan 

Berbasis Sumber 

Daya 

Pembangunan 

Desa  

40.000.000 29.370.000 73,42 10.630.000 

11 
10 
Lembaga 

Fasilitasi 

Pendidikan Anti 
Narkoba pada 
Satuan 

Pendidikan 

60.919.000 38.906.000 63,86 22.013.000 

12 10 Orang 

Pelatihan Teknis 
Mitra Pelaksanaan 
P4GN Bidang 

Pencegahan 

74.081.000 60.120.700 81,15 13.960.300 
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No OUTPUT KEGIATAN 

KEUANGAN 

PAGU REALISASI % SISA 

13 
1 Kelompok 

Masyarakat 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Potensi 

Masyarakat di 
Kawasan Rawan 
Peredaran Gelap 

Narkoba 

75.000.000 56.264.900 75,01 18.735.100 

14 1 Lembaga 

Fasilitasi dan 

Advokasi 

Kebijakan 

Kabupaten /Kota 

Tanggap 

Ancaman Narkoba 

115.825.000 75.976.500 65,59 39.848.500 

15 61 Orang 

Layanan 
Pascarehbilitasi 
/Bina Lanjut 

Penyalahguna 
Narkotika 

44.420.000 33.667.500 75,79 10.752.500 

16 5 Orang 

Pelatihan Teknis 
Mitra Pelaksanaan 

P4GN Bidang 
Rehabilitasi 
 

13.707.000 10.525.500 76,78 3.181.500 

17 130 Orang 

Layanan 
Rehabilitasi di 

BNNP dan 
BNNK/Kota 

49.780.000 44.980.000 90,35 4.800.000 

18 318 Orang 

Layanan Surat 
Keterangan Hasil 

Pemeriksaan 
Narkoba (SKHPN) 

67.950.000 66.734.992 98,21 1.215.008 

19 4 Lembaga 
Lembaga 
Rehabilitasi yang  

Operasional 

4.800.000 2.375.000 49,47 2.425.000 

20 
1 Kelompok 
Masyarakat 

Fasilitas 

Penyelenggaraan 
Layanan 
Intervensi 

Berbasis 
Masyarakat (IBM) 

13.170.000 10.698.000 81,23 2.472.000 

21 1 Laporan 

Laporan Informasi 
Intelijen Tindak 

Pidana Peredaran 
Gelap Narkotika 
dan Prekursor 

Narkotika (Unit 
Vertikal) 

250.000.000 228.023.718 91,20 21.976.282 

22 130 Orang 
Layanan Asesmen 
Terpadu Pelaku 

Tindak Pidana 

129.950.000 113.508.300 87,34 16.441.700 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BNNP SUMATERA BARAT TAHUN 2026  

 

No OUTPUT KEGIATAN 

KEUANGAN 

PAGU REALISASI % SISA 

Narkotika (Unit 
Vertikal) 

23 2 Produk 

Layanan 
Pengawasan dan 

Pengelolaan 
Barang Bukti 
Narkotika dan 

Non-Narkotika 
(Unit Vertikal) 

82.087.000 82.008.940 99,90 78.060 

24 38 Orang 

Layanan 
Pengawasan dan 

Perawatan 
Tahanan Tindak 
Pidana Narkotika, 

Prekursor 
Narkotika dan 
TPPU (Unit 

Vertikal) 

52.730.000 48.141.657 91,29 4.588.343 

25 20 Perkara 

Berkas Perkara 
Tindak Pidana 
Narkotika (Unit 

Vertikal) 

675.000.000 504.894.251 74,79 170.105.749 

TOTAL ANGGARAN 9.068.525.000 8.549.000.385 94,27  

 

Dalam perjalanan pagu anggaran selanjutnya mengalami pengurangan dari Melihat 

data capaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Capaian Kinerja BNNP Sumatera 

Barat Tahun 2025 secara umum adalah sangat baik dan sudah optimal, dimana 

Capaian Output yang ditetapkan berhasil dicapai bahkan untuk SKHPN dari Target 

302 Orang dapat dicapai 321 Orang serta jumlah asesmen penyalahguna narkotika 

telah melebihi capaian yang ditetapkan dari 40 Orang menjadi 131 Orang. 

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, 

dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja disampaikan sebagai masukan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas 

fungsi pokok masing-masing yang diembannya sehingga akan 

mempermudah dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan 
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melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan 

evaluasi saja. 

3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan 

media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN. 

4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti 

pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat 

anti narkoba 

5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi 

fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah. 

6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, 

sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian 

kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan 

program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun. 

7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para 

penegak hukum termasuk sharing informasi. 

8. Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyalahguna / pecandu Narkoba 

yang Dijangkau Layanan Terapi dan Rehabilitasi. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

6. Peraturan Presiden Nomor  47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional; 

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 
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8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika 

Nasional. 
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BAB II 

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BNNP SUMATERA BARAT 

TAHUN 2026 

 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2026 

sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025-2029. 

Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai gambaran 

pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Provinsi Sumatera 

Barat. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2026 sebagai berikut. 

NO SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 
KINERJA 

KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

1.  

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 
pencegahan penyalahgunaan 
narkoba 

Indeks kesadaran 
sosial terhadap 

dampak buruk 
penyalahgunaan 

narkoba 

58,54 
Indeks 

7.830.000 

2.  
Meningkatnya keterpulihan 
kawasan rawan narkoba 

Nilai keterpulihan 

kawasan rawan 
peredaran dan 

penyalahgunaan 
narkoba 

1,95 Nilai 54.866.000 

3.  

Meningkatnya kemampuan 

lembaga rehabilitasi yang 
berkelanjutan  

Jumlah fasilitas 
lembaga rehabilitasi 

instansi pemerintah 
yang memenuhi 
standar rehabilitasi 

nasional 

1 
Lembaga 

16.158.000 

4.  

Meningkatnya kemampuan 

lembaga rehabilitasi yang 
berkelanjutan  

Jumlah fasilitas 
lembaga rehabilitasi 
komponen 

masyarakat yang 
memenuhi standar 

rehabilitasi nasional 

1 

Lembaga 
2.250.000 

5.  

Meningkatnya kapasitas 

Intervensi Berbasis Masyarakat 
dalam mendukung layanan 

rehabilitasi berkelanjutan  

Presentasi IBM yang 
berkapasitas prima 

20 % 14.219.000 

6.  
Meningkatnya kualitas layanan 
rehabilitasi berkelanjutan pada 
fasilitas rehabilitasi 

Presentasi penyalah 
guna narkoba yang 
pulih 

60 % 38.252.000 
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NO SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET 
KINERJA 

KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

7.  
Meningkatnya kualitas layanan 
rehabilitasi berkelanjutan pada 

fasilitas rehabilitasi  

Indeks Kepuasan 

Layanan Rehabilitasi 

3,56 

Indeks 
 

8.  
Meningkatnya penyelidikan dan 
penyidikan kejahatan narkotika 

Jumlah peta jaringan 
kejahatan narkotika 
yang berhasil 

terpetakan  

1 Peta 
Jaringan 

37.500.000 

9.  
Meningkatnya penyelidikan dan 
penyidikan kejahatan narkotika 

Jumlah Berkas 
Perkara Tindak 
Pidana Narkotika 

yang selesai 

2 Berkas 
Perkara 

63.290.000 

10.  
Meningkatnya penyelidikan dan 
penyidikan kejahatan narkotika 

Tingkat Pengawasan 
barang bukti tindak 

pidana narkotika 

100 Nilai 14.316.000 

11.  
Meningkatnya penyelidikan dan 
penyidikan kejahatan narkotika 

Tingkat pengawasan 

tahanan operasi 
tindak pidana 

narkotika 

100 Nilai 31.746.000 

12.  
Meningkatnya penyelidikan dan 

penyidikan kejahatan narkotika 

Persentase 

tersangka, pecandu, 
penyalahguna dan 

korban penyalahguna 
narkoba yang di 
asesmen melalui tim 

asesmen terpadu 

100 % 34.918.000 

13.  
Meningkatnya tata kelola 
keuangan yang transparan, 
akuntabel, efektif dan efisien 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

Sangat 
Baik 

7.197.802.000 

14.  

Meningkatnya sinkronisasi dan 

harmonisasi perencanaan dan 
penganggaran berbasis kinerja 

Nilai Kinerja 

Perencanaan 
Anggaran  

100 %  

15.  

Meningkatnya kualitas sistem 

administrasi dan manajemen 
aset 

Persentase 
Penetapan Status 

Penggunaan (PSP) 
Barang Milik Negara 

(BMN) 

100 %  

16.  

Meningkatnya pengelolaan 

reformasi birokrasi unit kerja 
vertikal 

Nilai Zona Integritas 

BNN Berdasarkan 
Penilaian Internal 

83,75 
Nilai 
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Adapun rincian kegiatan pada BNNP Sumatera Barat Tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut 

: 

NO KODE NAMA KEGIATAN ANGGARAN 
VOLUME 

KEGIATAN 

1. 8034.PEF.001 
051.C 

 

Informasi dan Edukasi Melalui 
Insert Konten 

500.000 1 Kali 

2. 8034.PEF.001 

051.G 

 

Informasi dan Edukasi Melalui 

Placement (penayangan) Televisi 

Daerah 

2.500.000 1 Kali 

3. 8034.PEF.001 
051.H 

 

Informasi dan Edukasi Melalui 

Placement Radio Lokal/Daerah 

1.500.000 1 Kali 

4. 8034.PEF.001 
051.I 

 

Informasi dan Edukasi Melalui 

Media Online 

1.830.000 1 Kali 

5. 8034.PEF.001 

051.L 
Penyuluhan Narkoba 1.500.000 8 Kali 

6. 8035.QDD.002
052.A 

Pemetaan Potensi SDM dan SDA 

pada kawasan rawan Narkoba 

1.187.000 5 Kali 

7. 8035.QDD.002
052.B 

Rapat Kerja Dalam Rangka 
Sinergi Program Pemberdayaan 
Alternatif dengan Stakeholder 

6.599.000 1 Kali 

8. 8035.QDD.002

053.A  

Bimbingan Teknis Lifeskill bagi 

Masyarakat Kawasan Rawan 
Narkoba di Provinsi Sumatera 
Barat 

42.287.000 3 Kali 

9. 8035.QDD.002

054.A  

Monitoring dan Evaluasi Program 

Pemberdayaan Alternatif pada 

Kawasan Rawan Narkoba di 

kab/kota 

4.793.000 1 Kali 

10. 8037.BAA.002

051.A 
Operasional Klinik 27.000.000 1 Tahun 

11. 8037.BAA.002 
052.A 
 

Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan 30.000.000 50 org x 7 

Kali 

12. 8037.BAA.003 

051.A 

 

Layanan SHKPN 39.440.000 170 Kali 

13. 8037.BDB.001

051.A 

TANPA SUB KOMPONEN 1.868.000 1 Kali 

14. 8037.BDB.001

051.B 

Rapat Koordinasi 1.685.000 10 Orang 

15. 8037.BDB.001
051.C 

Monitoring Fasilitas Lembaga 1.418.000 1 Kali 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BNNP SUMATERA BARAT TAHUN 2026  

 

NO KODE NAMA KEGIATAN ANGGARAN 
VOLUME 

KEGIATAN 

16. 8037.BDB.002
051.A 

Pembinaan Teknis 7.872.000 2 Kali 

17. 8037.BDB.002
051.B 

Bimbingan Teknis BNNK 2.910.000 2 Kali 

18. 8037.BDB.002

051.C 

Monitoring dan Evaluasi 5.376.000 2 Kali 

19. 8037.BDB.003

051.A 

Bimbingan Teknis Lembaga 

Rehabilitasi 
1.800.000 4 Kali 

20. 8037.BDB.003
051.B  

Monitoring dan Evaluasi Lembaga 
Rehabilitasi 

450.000 2 Kali 

21. 8037.DCJ.002
051.A 

Bimbingan Teknis Petugas IBM 8.135.000 2 Kali 

22. 8037.QAA.001

051.A 

Layanan Pascarehabilitasi 38.252.000 50 Orang 

23. 8037.QDD.001
051.A 

Koordinasi Pembentukan Unit 
IBM 

450.000 2 Kali 

24. 8037.QDD.001
051.B 

Rapat Pembentukan Unit IBM 1.631.000 1 Kali 

25. 8037.QDD.001

052.A 

Koordinasi Pembentukan Unit 

IBM 
960.000 4 Orang 

26. 8037.QDD.001

052.B 

Evaluasi Unit IBM 255.000 1 Kali 

27. 8037.QDD.001
053.A 

Operasional Unit IBM 5.303.000 5 Kali 

28. 8037.QDD.001
054.A  

Skrining dan Penerimaan Awal 225.000 1 Kali 

29. 8037.QDD.001

054.B  

Layanan Wajib 2.050.000 2 Kali 

30. 8037.QDD.001

054.C 

Layanan Pilihan 675.000 3 Kali 

31. 8037.QDD.001
054.D 

Bina Lanjut / Pemantauan 2.670.000 4 Kali 

32. 8038.BCA.003
051.A 

Penyelidikan Kasus Tindak Pidana 
Narkotika 

31.239.000 1 Tahun 

33. 8038.BCA.003

051.B 

Penyidikan Kasus Tindak Pidana 

Narkotika 
23.808.000 2 Kali 

34. 8038.BCA.003
051.C 

Koordinasi Kelembagaan dalam 
Rangka Penanganan Kasus 
Narkotika 

8.243.000 2 Kali 

35. 8038.BIA.0020

51.A 

Penerimaan Barang Bukti 1.316.000 1 Kali 

36. 8038.BIA.0020
51.B 

Pengeluaran Barang Bukti 13.000.000 12 Kali 

37. 8038.BIB.0020
51.A 

Perawatan Kesehatan Tahanan 6.816.000 1 Tahun 

38. 8038.BIB.0020
51.B 

Pengawasan Tahanan 16.680.000 1 Tahun 
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NO KODE NAMA KEGIATAN ANGGARAN 
VOLUME 

KEGIATAN 

39. 8038.BIB.0020
51.C 

Administrasi Tahanan 8.250.000 1 Tahun 

40. 8038.BKA.003
051.A 

Analisa Informasi Jaringan 
Intelijen Pencocokan dan 

Penelitian Data Hasil Analisa dan 
Pusat Monitoring 

25.000.000 1 Kali 

41. 8038.BKA.003
052.A  

Pemetaan Informasi Jaringan 
Intelijen 

12.500.000 1 Kali 

42. 8038.QAA.002

051.A 

Operasional Asesmen Terpadu 34.918.000 1 Tahun 

43. 8039.EBA.962
054.B 

Koordinasi Kelembagaan 79.360.000 10 Kali 

44. 8039.EBA.962
054.D 

Pelatihan Menembak 1.475.000 1 Kali 

45. 8039.EBA.962
054.E 

Pelantikan Pengambilan Sumpah 
Jabatan Eselon III dan IV 

750.000 2 Kali 

46. 8039.EBA.962

054.F 

Pembinaan Jasmani Pegawai 

BNN 
1.600.000 4 Kali 

47. 8039.EBA.994
001.A 

Tanpa Sub Komponen 4.933.821.00

0 

1 Tahun 

48. 8039.EBA.994

002.A 

Pemeliharaan Gedung dan 

Penataan Ruang Kantor 
39.950.000 1 Tahun 

49. 8039.EBA.994
002.AA 

Administrasi kegiatan 54.240.000 1 Tahun 

50. 8039.EBA.994
002.AB 

Pengelolaan Sistem Akuntansi 
Tingkat UAPA-W 

10.200.000 1 Tahun 

51. 8039.EBA.994

002.AC 

Pengelolaan Sistem Akuntansi 

Tingkat UAKPA 
10.200.000 1 Tahun 

52. 8039.EBA.994

002.AD 

Koordinasi ke KPPN/KPP/Bank 12.288.000 1 Kali 

53. 8039.EBA.994
002.B 

Pemeliharaan Mesin dan 
Peralatan Kantor 

67.800.000 1 Tahun 

54. 8039.EBA.994
002.C 

Perawatan kendaraan dinas 321.608.000 1 Tahun 

55. 8039.EBA.994

002.D 

Langganan Daya dan Jasa 

Lainnya 
98.400.000 1 Tahun 

56. 8039.EBA.994
002.E 

Tenaga Kerja Kontrak 936.000.000 13 Bulan 

57. 8039.EBA.994
002.F 

Sewa rumah dinas Kepala BNNP 340.600.000 1 Tahun 

58. 8039.EBA.994

002.H 

Honor Pejabat Pengadaan dan 

Pemeriksa Barang dan Jasa 
8.160.000 1 Tahun 

59. 8039.EBA.994

002.I 

Pengelola Unit Akuntansi 

Pengguna Barang (UAPPB) 
Wilayah 

10.200.000 1 Tahun 

60. 8039.EBA.994
002.J 

Pengelola Unit Akuntansi 
Pengguna Barang (UAKPB) 

10.200.000 1 Tahun 
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NO KODE NAMA KEGIATAN ANGGARAN 
VOLUME 

KEGIATAN 

61. 8039.EBA.994
002.K 

Keperluan sehari hari 
perkantoran 

257.990.000 1 Tahun 

62. 8039.EBA.994
002.L 

Rekonsiliasi Laporan BMN ke 
KPKNL 

480.000 1 Kali 

63. 8039.EBA.994

002.N 

Rekonsiliasi Laporan BMN ke 

Kanwil 
480.000 1 Kali 

64. 8039.EBA.994

002.O 

Honor Panitia Unit Layanan 

Pengadaan 
2.000.000 1 Kali 

65. 8039.EBD.001
052.B 

Koordinasi dan Sinkronisasi RKA 
Pagu Anggaran BNNP dan 

Wilayah 

506.000 1 Kali 

66. 8039.EBD.001

052.C 

Koordinasi dan Sinkronisasi RKA 

Pagu Alokasi Anggaran BNNP dan 
Wilayah 

450.000 1 Kali 

67. 8039.EBD.001
052.E 

Koordinasi Penyelarasan 
Anggaran 

450.000 1 Kali 

68. 8039.EBD.001

052.F 

Supervisi Manajemen Kinerja 

BNN Provinsi 
1.216.000 1 Kali 

69. 8039.EBD.001
052.G 

Koordinasi dan Sikronisasi Data 
Laporan Kinerja dan Anggaran 
Unit Kerja 

314.000 1 Kali 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 merupakan 

rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 -

2029. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan 

orientasi kinerja BNNP Sumatera Barat selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan 

ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran BNNP Sumatera Barat, 

serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat 

kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan 

terkait.      

 

Kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Barat 
 

 
 
 

Dr. Riki Yanuarfi, S.H., M.Si 
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Lampiran 1 

Matrik Rencana Kerja Unit Kerja Vertikal Provinsi dan Kabupaten/Kota 
 

Nama   : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat 
Tahun  : 2026 
 

Program/Kegiatan/ 
Komponen/Aktivitas 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target 
/ Vol 

Satuan Anggaran 

Penyelenggaraan 
Pencegahan 

Penyalahgunaan 
Narkoba 

Meningkatnya 
kesadaran 

masyarakat 
terhadap 
pencegahan 

penyalahgunaan 
narkoba di wilayah 

BNNP Sumbar 
narkotika 

Indeks kesadaran 
sosial terhadap 

dampak buruk 
penyalahgunaan 
narkoba  

 58,54 Indeks 7.830.000 

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Anti 

Narkoba 

Meningkatnya 
keterpulihan 
kawasan rawan 

narkoba  

Nilai keterpulihan 
Kawasan rawan 
peredaran dan 

penyalahgunaan 
narkoba 

1,95 Nilai 54.866.000 

Penyelenggaraan 
Rehabilitasi 

Penyalahguna Narkoba 

Meningkatnya 
kemampuan 

lembaga 
rehabilitasi yang 
berkelanjutan 

Jumlah fasilitas 
lembaga 

rehabilitasi 
instansi 
pemerintah yang 

memenuhi 
standar 
rehabilitasi 

nasional 

1 Lembaga 16.158.000 

Jumlah fasilitas 
lembaga 
rehabilitasi 

komponen 
masyarakat yang 
memenuhi 

standar 
rehabilitasi 
nasional 

1 Lembaga 2.250.000 

Meningkatnya 

kapasitas 
Intervensi Berbasis 
Masyarakat dalam 

mendukung 
layanan rehabilitasi 
berkelanjutan 

Presentasi IBM 

yang berkapasitas 
prima 

20 % 14.219.000 

Meningkatnya 

kualitas layanan 
rehabilitasi 
berkelanjutan pada 

fasilitas rehabilitasi 

Presentasi 

penyalahguna 
narkoba yang 
pulih 

60 % 38.252.000 
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Program/Kegiatan/ 
Komponen/Aktivitas 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target 
/ Vol 

Satuan Anggaran 

 Meningkatnya 
kualitas layanan 
rehabilitasi 

berkelanjutan pada 
fasilitas rehabilitasi 

Indeks Kepuasan 
Layanan 
Rehabilitasi 

3,56 Indeks  

Penyelenggaraan 
Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba 

Meningkatnya 
penyelidikan dan 

penyidikan 
kejahatan narkotika 

Jumlah peta 
jaringan 

kejahatan 
narkotika yang 
berhasil 

terpetakan 

1 Peta 
Jaringan 

37.500.000 

Jumlah Berkas 
Perkara Tindak 
Pidana Narkotika 

yang selesai 

2 Berkas 
Perkara 

63.290.000 

Tingkat 
Pengawasan 

barang bukti 
tindak pidana 

narkotika 

100 Nilai 14.316.000 

Tingkat 

pengawasan 
tahanan operasi 
tindak pidana 

narkotika 

100 Nilai 31.746.000 

Persentase 
tersangka, 
pecandu, 

penyalahguna 
dan korban 
penyalahguna 

narkoba yang 
diasesmen 
melalui tim 

asesmen terpadu 

100 % 34.918.000 

Penyelenggaraan 
Layanan Dukungan 
Operasional dan 

Manajemen 
Kelembagaan 

Meningkatnya tata 
kelola keuangan 
yang transparan, 

akuntabel, efektif 
dan efisien  

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA)  

Sangat 
Baik 

Kategori 7.197.802.000 

Meningkatnya 
sinkronisasi dan 

harmonisasi 
perencanaan dan 
penganggaran 

berbasis kinerja  

Nilai Kinerja 
Perencanaan 

Anggaran  

100 Nilai 

Meningkatnya 
pengelolaan 
reformasi birokrasi 

BNNP 

Nilai Zona 
Integritas BNN 
hasil penilaian 

internal 

BB Predikat 



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BNNP SUMATERA BARAT TAHUN 2026  

 

Program/Kegiatan/ 
Komponen/Aktivitas 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target 
/ Vol 

Satuan Anggaran 

 Meningkatnya 
kualitas sistem 
administrasi dan 

manajemen aset  

Persentase 
Penetapan Status 
Penggunaan 

(PSP) Barang 
Milik Negara 

(BMN) 

100 %  

Meningkatnya 

pengelolaan 
reformasi birokrasi 
unit kerja vertikal 

Nilai Zona 

Integritas BNN 
Berdasarkan 
Penilaian Internal 

BB Predikat  

 
Padang, 10 Januari 2026 

Kepala Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sumatera Barat,  

 

 
 

 
Dr. Riki Yanuarfi, S.H., M.Si 
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1. Katim Ren : 

2. Kabag Umum : 


